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GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF PERGURUAN TINGGI
SWASTA UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN
Simon Hariyanto *
Abs t rac t
Every organi:ation lus an aim which is eitlpr proft oriented or non profit oriented. In
otfter words, organizations deal utith lhe efectiveness of tluir operallon. In order lo achieve lheir
goal, they must handicap a wlwe, structwe and business environment.
ihe process lo achieve all argani=ations gaols needs several tool. A Good Governatrce is orc of
the tolls that takes an important responscibility role to principal and stalceholders. His paper
draws six principles based of good governance which measure eficiency and efectiveness of
public orgoni:ation as universities and aca&mic. Moreover, these principles evaluate the
organizat io n pe rfor matr e.
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Pendahu luan
Good governance sudah menjadi pembicaraan yang tak asing lagi dalam
konteks hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) pada suatu
badan usaha atau pada pemerintahan pusat dan daerah maupun pada sektor publik
lainny4 karena meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi serta
kesadaran untuk memiliki checla and balance.
Menyitir dari tujuan utama didirikan badan usaha adalah untuk
meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau
para pemegang saham dengan kata lain prolit oriented. Namun dipihak lain
manajemen sebagai p€ngelola p€rusahaan mempunyai tujuan yang brbeda yaihl
prestasi dan kompensasi yang seimbang. Disinilah letak perbedaan kepenting:an
antara maksimalisasi kemakmuran pemilik (principal) dengan kendala manfaat
dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (agent) yang sering disebut
konflik kepentingan antara pemilik/pemegang saham dengan manajemen.
Manajemen dalam hal ini mempunyai action yang meliputi operation decision,,
.finarrcrng decision dan investment decision sedangkan pemilik mempunyai-kewenangan 
melakukan pengawasan melalui komisaris. Pemahaman ini
memunculkan pengertian yang disebut sebagai agency theory yang menyatakan
bahwa sebenarnya terdapat kontrak antara principal (pemilik) dengan agent
(manajemen) sebagai hubungan seperti pada hutang piutang.
Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan
fungsi antara pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik
keagenan. Penyebab konflik antara lain adalah pembuatan keputusan pendanaan
yang menetapkan prosentase antara equity dan hutang, dan juga keputusan
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pemilikan oleh manajer dan investor institusional. Publik. Oleh karena itu
diperlukan perlindungan terhadap semua pihak (stalrehalders) yTg
berkepentingan dengan perusahaan dan sebagai jawaban untuk mengatasi konflik
tepeniingan, maki dengan penggunaan good corporate Sovennrre 
"!."1
terwujud tatanan yang lebih baik. Sudah menjadi kenyataan, bahwa terjadi
p"nyJl"*"ngun pada sektor swasta dan sektor publik yang mencemaskan
-kehidupan 
masyarakat serta krisis kepercayaan dengan ditandai tumbangnya
p..ruh*n rakiasa seperti Enron, Worldcom, Arthur Andersen dan lain lain.
kegagalan dalam dunia bisnis disebabkan oleh praktik KKN mendorong beberapa
bada; dunia World Bank, dan The Organization for Economic Cooperation and
Development (O EC D) merintis konsep corporate gov ertunce.
-Kerangka 
konseptual good corporate governance secara luas diartikan
sebagai jaringan hubungan formal-informal yang jelas antara sektor korporasi dan
konsikuensinya bagi masyarakat umum. Menurut Hoesodo (2000) good
corporate gour*o*, meiupakan sistim pertanggung-jawaban resmi direksi
kepada pernegang saham. Pengertian ini mengandung arti bahwa harus terdapat
pe.lindungan hak-hak pemegang saham dan perlaktran yang adil terhadap semua
prrn"gunjraham, keteibukain dan transparansi, peranan stakeholders dalan good
corporate governarrce dan peranan board ofdirector perusahaan.
- 
nagi perusahaan yang beorientasi laba Qtrofit oriented) tatanan serta
konsep ying mendasari untuk mencapai keberhasilan usaha telah tersedia,
sehingga untoru pemilik/ principal, pihak-pihak yang berkepentingan dan
tnunuj*en tidak menjadi masalah. Hal ini sangat tergantung dijalankan atau
tidaknya tatanan tersebut dengan baik. Menganalogkan tatanan good corporate
gor"rio*" dengan badan usiha berbentuk yayasan pengelola perguruan tinggi
lang dikelo*pofkun sebagai badan usaha yang tidak berorientasi laba (non profit
oriinted) dan memiliki badan hukum yang berfungsi sesuai dengan maksud dan
tujuannya, mempunyai struktur yang menyerupai perusahaan (corporate). Undang
UnOang Republik IndonesiaNo l6 (2001, pasal 9 ayat l) yayasan didirikan oleh
satu orang atau lebih dengan mernisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya
sebagai klkayaan awal sedangkan pada (pasal 3 ayat l) yayasan dapat melakukan
kegiitan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara
menditikan badan usaha dan atau ikut serh dalam suatu badan usaha.
Tulisan ini mencoba untuk membuka sebuah wacana tentang penerapan
good governace dalam organisasi nir taba berbentuk yayasan yang mengelola
!.rgu*un tinggi, yang pada kenyataannya melibatkan berbagai pihak yang
ber[epentingun-padu lembaga ini, Pada tatanan untuk mencapai keberhasilan
organisasi s"petti khususnyi pada yayasan yang mengelola perguruan tinggi
dalam menghadapi AFTA yaitu suatu pasar bebas untuk zona Asia Pasific dengan
kompetitif lang iemakin ketat, sangat diperlukan kerangka konseptual atau sistim
keloia good governance sebagai pertanggung jawaban pengelola perguruan tinggi
kepadi penJ'irinya dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya pada
"orp*oi. 
Masuknya perguruan tinggi asing dengan carS afiliasi atau langsung,
serta perubahan statui petguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik
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Negara yang artinya pemerintah sebagai pemilik melalui departemen terkait, perlu
dicirmati sistim tata kelola untuk menghasilkan kinerja yang baik dan
kelangsungan pertumbuhan perguruan tinggi dapat dijamin dengan sebagian besar
pendanaan yang diusahakan sendiri.
Good  Gove rnance
Pengertian
Pengertian good governance pada sektor publik tidak bisa lepas dari
pengertian good corporate governance pada sektor swasta yang telah berkembang
ierlebih dahulu, dengan banyak difinisi yang secara umum dapat. dipakai dalam
sektor publik. Istilah governance belum mempunyai padanan yang tgpat dalam
bahasa Indonesia, tetapi istilah yang dapat mewakili adalah "tata kelola" yang
sangat berbeda dengan istilah "manajemen", Pengertian governarrce lebih luas
daripada pengertian manajemen . Istilah good mempunyai makna yang filosofis
dan setiap komunitas akan mempunyai difinisi masing masing. Pemahaman untuk
menyatakan sesuatu 'ogaod" jika sesuatu hal dapat diterima oleh komunitas
(acceptable), Peraturan dipatuhi (obey the law) dan mampu memberikan nilai
tambih (value qeation) baik bagi pelaku maupun pihak pihak lain yang
berkepentingan. Istilah sektor publik secara luas dapat diartikan sebagai entitas
yang dibentuk dengan mandat untuk mengelola sumber daya masyarakat yang
iapat meliputi pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD, koperasi, lembaga nir
laba/yayasan, termasuk organ isasi po I itik.
Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan penerapan good governance pada soktor publik adalah untuk
meyakinkan bahwa aktivitas aktivitas suatu organisasi telah dikendalikan dan
diarahkan dengan baik untuk kepentingan pihak pihak yang berkepentingan
terhadap organisasi tersebut dan mereka yang bertanggung jawab kepada
manajemen maupun pengawasan berakuntabel terhadap pihak pihak V..lg
berkepentingan. Manfaat penerapan good governance pada sektor publik
(Baharudin et. al,2002) antara lain:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan tingkat
kesejahteraan masYarakat.
b. Mencipkakan efi siensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Sebuah survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Co tahun 2002
menunjukkan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan yang
mempunyai predikat buruk dalam corporate governance dan perhatian ini sama
besarnya terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang telah menerapkan praktik
good 
-corporate 
governance dianggap telah berupaya meminimalkan risiko
fepututun yang silah, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan dan
memaksi malkan ni lai perusahaan.
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Stakeholder
Stafteholder adalah pihak pihak yang berkepentingan secara langsung atau
tidak langsung. Umumnya pada organisasi swasta adalah mereka yang
bertanggung jawab langsung kepada pemilik atau pemegang saham, tetapi
organisasi publik seringkali harus berhadapan dengan berbagai pihak antara lain
masyarakat, badan penyandang dana, pengguna/pelanggan, pembuat peraturan,
lembaga pemerintah dan lain lain. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sejauh
mana berbagai kepentingan yang berbeda dapat diperhitungkan dalam keputusan
organisasi, dan apabila gagal mencegah terjadinya benturan kepentingan antara
berbagai pihak maka tujuan organisasi akan gagal juga. Berpedoman pada
stalreholder concept, organisasi publik harus memberikan pengakuan terhadap hak
hak stakeholde.r sebagaimana ditentukan dalam perundangan yang berlaku dan
mendorong kerjasama aktif dengan mereka untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat, pegawai, pelayanan yang memadai, keseimbangan lingkungan dan
pengembangan organisasi yang sehat.
Prinsip-pri nsip Good Gover nance.
Pada implementasi dan pengembangan good governance perlu terdapat
landasan sebagai pedoman, khususnya pada sektor publik dan kriteria
keberhasilan organisasi. Berbagai kriteria yang dipublikasikan antara lain OECD
(Organisation 
.for Economic Cooperation and Development) mengemukakan
empat prinsip pokok, UNDP (United Nations Development Programme)
mengeluarkan delapan prinsip, tim GCC Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (2003) merumuskan enam prinsip, Indonesian Institute for
Corporate Governance melalui Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan BUMN menerbitkan prinsip prinsip good governance yang lebih
menekankan pada pentingnya peran serta seluruh komponen stalreholders.
Sedangkan menurut Pat Barret (2002), Auditor-General Australr4 terdapat enam
prinsip yang perlu diperhatikan agar tercapai efektifitas.implementasi elemen
elemen good governance, yaitu: integration, accountability, transparency,
leadership, integrity dan commitment.
Berikut ini penjelasan beberapa prinsip good governance yang dianggap
mewakili seluruh pendapat yang telah dikemukakan tersebut.
a. Transparancy (transparansi)
Transparansi sering dikatakan sebagai keterbukaan (openness) atau
pengungkapan (disclosure). Pada organisasi publik transparansi dikaitkan
dengan penyediaan informasi yang riil, formal dan relevan kepada para pihak
yang berkepentingan dalam proses untuk pengambilan keputusan dan
pelaksanaan tindakan dalam rangka pengelolaannya. Beberapa pendapat yang
lain mengatakan bahwa transparansi mewajibkan informasi yang terbuka, jelas
dan tepat waktu menyangkut keuangan, pengelolaan organisasi dan
sebagainya. Menurut International Federation of Accountant, transparansi
tidak sekbdar struktur dan proses tetapi juga sebuah sikap dan kepercayaan
para pelaku yang terlibat dan yang berkepentingan, sebab informasi bukan
hanya dimiliki oleh suatu entitas tertentu saja tetapi disebarluaskan kepada
publik seperti halnya asset publik.
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Accountab ilrry (Akuntabi Iitas)
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jelas, yaitu suatu kewajiban
memberikan pertanggungiawaban dan menjelaskan ki nerj a seorang pimpinan
organisasi atas tindakan serta keputusan keputusan yang telah diambilnya
menyangkut kewenangannya kepada pihak pihak yang memiliki hak atas
kepentingan pada organisasi tersebut. Penerapan agar dapat terwujudnya
prinsip ini perlu diperjelas mengenai peran dan tanggungiawab daii semua
komponen rerangka governence dalam bentuk pelaporan apa saja yang harus
disajikan untuk memperlihatkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab.
Fqirness (keadilan)
Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang setara (equal) kepada pihak pihak
yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang ditetapkan dan
layak. Aturan tertulis jelas diperlukan agar diketahui hak hak dan kewajiban
setiap pihak serta mekanisme hubungan antar mereka maupun apa yang
diperlukan apabila ada pihak yang dirugikan dan termasuk pada pemberian
kompensasi. Tidak kalah pentingnya, bahwa tanggungiawab yang berkaitan
dengan kepentingan mayarakat dan sosial secara luas harus dijabarkan secara
jelas.
P art ic ipat ion (parti si pas i)
Prinsip ini melihat pentingnya peran pihak pihak yang berkepentingan
terutama masyarakat, dan sebaiknya mendengarkan pendapat dan kemauan
mereka dalam pengambilan keputusan, sehingga akan tercipta rasa ikut
memiliki dari banyak pihak.
Inte grity (integritas)
Integritas berkaitan dengan kejujuran, dapat dipercaya dan obyektifitas dalam
melakukan suatu tindakan demi kepentingan terbaik bagi organisasi dengan
landasan keyakinan yang tinggi. Pada setiap kornponen rerangka governance
yang dibangun harus dilekatkan jiwa integritas, karena hal itu merupakan
kepercayaan yang telah diberikan dalam kewenangan mengelola asset publik.
Prinsip ini akan tercennin pada praktek pengambilan keputusan dan prosedur
serta pada kualitas dan kredibilitas pelaporan kineda organisasi publik.
Integratio n (integrasi)
Yang lebih penting berikutnya bukannya bagaimana mengindetifikasi
komponen good governonce yang efektif, tetapi bagaimana memastikan agar
mereka yang terlibat secara bersama sama terintegrasi menjadi sesuatu yang
utuh dapat dipahami oleh setiap anggota organisasi publik dan diterapkan
dengan konsekuen. Rerangka manajemen strategi rnenjadi awal yang lebih
penting dan harus diputuskan lebih dahulu pada organisasi dalam
mengimplementasikan good governance yang efektii dalam rangka
rnenghasilkan output dan outcome sebagai prasyarat pencapaian tujuan
organisasi.
Commitmenr (komitmen)
Keberhasilan dan kesuksesan penerapan good governance terletak pada
komitmen yang kuat dari semua pihak untuk secara efektif dan bersama sama
mengimptementasikan semua elemen good governance yang dipilih
organisasi.
f,
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Dalam publikasi pelaksanaan good governance direkomendasikan agar
organisasi melakukan self assessments dan melaporkan kepada publik bagaimana
praktik praktik yang ada dibandingkan dengan elemen prinsip prinsip good
governance, dan apabila ada perbedaan perlu dijelaskan alasannya. Sebuah
lembaga di Inggris yaitu Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
(CIPFA) telah menerbitkan rancangan "Good Governance Standard for Public
Services'o dengan enam prinsip pokok yang diperlukan untuk mendukung
terc iptanya go o d gov e rnanc e, y ang d i nyatakan sebagai beri kut :
l. Good governturce means focusing on the organisation's purpose and on
outcomes for citizens and users
2. Good governance means pedorming ffictively in clearly defined
functions and roles
3. Good governance means promoting values that unfurpin good governance
and upholding these through behaviour
4. Good governance nneans taking informed, transparent decisions within a
framework of control.s
5. Good governance means developing the capacity of the governarrce team
to be ffictive
6. Good governance means engaging stakeholders and making
accountability real.
Badan  Hukum Pend id i kan
Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1653 tentang dasar
hukum pendirian badan hukum memuat mengenai pengertian, persyaratan dan
jenis badan hukum yang dibagi menjadi Badan Hukum Publik dan Badan Hukum
PrivaVPerdata. Badan Hukum Pendidikan digolongkan sebagai badan hukum
privaVperdata yang didirikan oleh: "Masyarakat dan diakui oleh negara
(pemerintah) yaitu: perguruan tinggi swasta (institut, universitas, sekolah tinggi,
akademi, politeknik) terpisah dari badan penyelenggara (yayasan, badan wakaf,
pemerintah misalnya BHMN, dan lain lain) dengan sifat tidak memiliki
kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum".
Dasar Hukum pendirian Badan Hukum Pendidikan pasal 53 Undang
Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sikdinas menyebutkan :
l. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan
pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan
2. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (l) berfungsi
memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik
3. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (l) berprinsip
nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan
pendidikan
4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang undang
tersendiri.
210 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
JURNAT WIDYA MANAJEMEN & AKUNTANSI, Vol4 No. 2 Agustus 2004: 205-217
Pada perguruan tinggi swasta, peran yayasan selain dianggap sebagai
penyelenggara pendidikan juga sebagai pemilik asset yang diserahkan untuk
dikelola oleh universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik dan lain lain. Yayasan
mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan peraturan yang berkenaan
dengan pengelolaan perguruan tinggi swasta, seperti halnya pemerintah kepada
perguruan tinggi negeri (BHMN). Pada kata dan/atau dalam pasal 53 ayat (l) UU
No.20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas menimbulkan berbagai macam
kemungkinan pola hubungan antara badan penyelenggara dan pengelola
perguruan tinggi swasta:
Pola peftama" Badan Penyelenggara (Yayasan) Badan Hukum Pendidikan
" Satuan Pendidikan (pengelola PTS) Badan Hukum Pendidikan
Pola kedua " Badan Penyelenggara (Yayasan) Badan Hukum Pendidikan
" Satuan Pendidikan (pengelola PTS) tidak berbadan hukum.
Pola ketiga " Badan Penyelenggara (Yayasan) Badan Hukum Yayasan
" Satuan Pendidikan (pengelola PTS) Badan Hukum Pendidikan
Dari tiga pola tersebut yang dianggap paling sesuai adalah pola ketiga,
karena terlihat bahwa ada pemisahan antara Pengelola PTS yang dalam corporate
diidentikkan dengan manajemen, sedangkan PenyelenggaraNayasan yang disebut
sebagai pemilik/ shareholders, serta dengan membentuk fungsi kontrol yang lain.
Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah - DIKTI 13 April 2004 pasal 24
ayat(Z) rerangka dasar perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Pendidikan
terdiri atas unsur unsur:
Majelis Wali Amanat
Dewan Audit
Senat Akademik
Pimpinan Perguruan Tinggi
Unsur Pelaksana Akademik
Unsur Pelaksana Adm in istrasi
Unsur Penunjang Akademik
Unsur Penunjang lain yang dipandang perlu.
Sangat menarik dengan memperhatikan rerangka tersebut, yaitu adanya
Majefis Wali Amanat pada pasal26 ayat (l) Rancangan Peraturan Pemerintah -
DIKTI l3 April 2004 yang merupakan unsur perguruan tinggi yang bertindak
mewakili kepentingan pemerintah atau badan penyelenggara dan masyarakat.
Demikian juga tentang Dewan Audit pada pasal 28 ayat (l) dinyatakan sebagai
unsur perguruan tinggi yang melaksanakan evaluasi atas hasil audit intemal dan
ekstemal dalam penyelenggaraan perguruan tinggi untuk dan atas nama Majelis
Wafi Amanat. Ini mengingatkan pada rerangka badan usaha/corporate yang
memiliki kemiripan struktur dengan rancangan peraturan pemerintah tentang
Badan Hukum Pendidikan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Gambar 1. Struktur Penyelenggara Perguruan Tinggi
Sumber: Rancangan Peraturan Pemerintah - DIKTI
sumber: Undang Undang r"ffHl?:r2' 
Struktur Perusahaan
Yang menjadi perhatian pada struktur tersebut adalah adanya Komisaris
Independen yang ditunjuk dan berasal dari kalangan di luar perseroan yang bebas
dari pengaruh Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, guna meningkatkan
efektifitas atas peran pengawasannya dan transparansi dari pertimbangannya.
Sedangkan Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk
membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan dalam melakukan
pemeriksaan/penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksana fungsi direksi
dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta tugas penting berkaitan dengan
sistim pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan
keuangan yang dilakukan manajemen dan auditor independew. Cagasan untuk
mengadopsi rerangka good governance akan diterima apabila memperhatikan
bentuk kedua struktur serta unsur unsur yang terdapat pada masing masing,
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Penyelenggan/Yayasan
Majelis Wali Amanat
Dewan Audit
Senat Akademik
Pembina
Pengurus
Pengawas
Stakeholders
Pimpinan Perguruan Tinggi
Unsur Pelaksana
Akademik
Unsur Pelaksana
Aministrasi
Unsur Penunjang
Akademik
Komisaris
Komisaris lndependen
Komite Audit
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dimana terdapat kemiripan fungsi dan peranan yang harus dijalankan untuk
melakukan kontrol serta pengendalian jalannya perusahaanlcorporate atau
pengelola perguruan tinggi/universitas sebagai pertanggungiawaban atas
pengelolaan kepada pemilik maupun kepada pihak pihak yang berkepentingan.
La  n  gka  h -La  n  g  ka  h  Pe  n  ge  m  ba  n  ga  n  dan  I  m  p  I  e  me  n  t e  s  i
Good  Gove rnance
Mengambil model yang diajukan dan dikenalkan oleh The World Bank,
Public Sector Group, PREM (Poverty Reduction and Economic Management)
Network terdapat lima fase utama yang dimulai dengan indentifikasi kekuaan dan
kelemahan serta awarer?e^rs mengenai governance dan diakhiri dengan monitoring
dan evaluasi hasil. Penjelasan terinci apabila dilakukan penerapan pada Badan
Hukum Pendidikan adalah sebagai berikut:
Fase pertama: Indentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kepedulian
mengenai governance, hal ini dilakukan dengan cara melihat sejauh mana
kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas,
pengakuan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, hubungan kerjasama
dengan lembaga/institusi nstitusi, peningkatan kesejahteraan, analisis terhadap
kinerja dan hambatan yang dihadapi untuk mencapai sasaran serta perkembangan
dan perturnbuhan untuk dapat dikeahui kelemahan yang ada.
Fase kedua: Penaksiran ruang lingkup perubahan dan perubahan
kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis terhadap kesiapan perubahan
stalreholders assessment (penaksiran kemauan pihak pihak yang berkepentingan).
Hal ini perlu dilakukan survei maupun riset pada masyarakat, perusahaan, pejabat
pejabat publik dan lain lain.
Fase ketiga: lndentifikasi masalah dan pendesainan perubahan. Berbagai
alat yang diambili dari berbagai lembaga survei, kajian kajian mengenai
pendidikan, departemen resmi milik pemerintah dan dari Dirjen Pendidikan
Tinggi, dapat digunakan untuk menganalisis berbagai masalah dan mendesain
kebijakan.
Fase keempat: Pengelolaan perubahan kondisi. Dengan menggunakan
stalreholders analysis dalam interview analisis data kuantitatif dan data kualitatif
untuk mengakses komitmen terhadap perubahan diantara para individu, grup dan
organisasi. Perubahan akan berhasil apabila didukung oleh semua komponen yang
berkepentingan.
Fase kelim a: Monitoring dan evaluasi hasil. Usaha yang sungguh sungguh
tefah ditakukan untuk mengembangkan tools dan indikator untuk monitoring dan
evaluasi kinerja institusi. Melakukan revisi atas indikator indikator yang sudah
tidak sesuai untuk evaluasi pada kinerja periode mendatang.
Suatu ungkapan dalam konteks Gbod Governance bahwa tidak ada suatu
pola yang sempurna dan baku serta berlaku seragam untuk semua organisasi
dalam lingkup pendidikan tinggi. Hal hal yang mempengaruhi terjadinya
perbedaan adalah kondisi yang berbeda, struktur, dan budaya masing masing
organisasi yang berkembang akan mempengaruhi pola pengembangan ke depan.
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Terlepas terdapat perbedaan pada masing,rnasing organisasi, terdapat pola umum
yang dianjurkan pada tahap awal pengembangan good goverynncei
a. Pembentukan kePedulian
b. Pembentukan tim khusus
c. Pengkajian terhadap kondisi sekarang, kondisi ideal, harapan dan arah
yuni ut un ditempuh serta program jangka pendek secara bertahap
Perumusan perubahan
Pengambilan keputusan Perubahan
Sosialisasi
Implementasi
Evaluasi berkelanj utan
d.
e,
f.
g.
h.
P ihak  P ihak  Te rka i t  yang  Be rkepen t i ngan  deng rn
Pe rgu ruan  T ing .g i
Pihak Penyelenggara Perguruan Tinggi (Yayasan) mempunyai visi dan
misi yang menjadi cita cita dan harapan bagi pendiri untuk mensejahterakan
masyarakat melalui pendidikan serta membantu pemerintah dalam mencerdasan
bangsa. Bagi Pengelola Perguruan Tinggi (Universitas) keberadaannya pada suatu
wiliyah tidak terlepas dengin kepentingan pihak stal<chold7rs yang dalam hal ini
adalah masyarakat, pengguna, alumni, pihak pemerintah' maupun pihak
manajemen (pimpinan, karyawan). Dukungan galceholders sangat penting bagi
keberfangsu igan (going concern) proses pembelajaran, dan kualitas lulusan
menjadi-perhatian-bagi setiap perguruan tinggi agar mampu bersaing dan
berdampak pada kepercayaan masyarakat yang tinggi GoodwilD'
Sumber pendanaan terbesar bagi proses pembelajaran pada perguruan
tinggi swasta masih mengandalkan dana dari masyarakat melalui sumbangan
p.nAiOitun dan belum banyak sumber lain yang diandalkan untuk pembiayaan
fperasionalnya. Apabila suatu perguruan tinggi dapat memperoleh sumber
pendanaan riluin daii sumbangan pendidikan antara lain melalui kontrak kontrak
iiset, pemberian konsultasi lionsultasi, pemberian pelatihan dan jasa lainnya
kepada lembaga lembaga, instansi atau badan usaha, maka akan lebih cepat
pertumbuhan Jan perkembangan perguruan tinggi tersebut. Dalam menghadapi
persaingan yang bersumber pada tuntutan masyarakat tentang kualitas lulusan,
maka perguruan tinggi harus melihat kenyataan bahwa besarnya maupun
kelancaran sumber pindanaun merupakan salah satu faktor yang penting dan
jangan berharap akan dapat bersaing apabila kendala tersebut ada.
Pe rgu ruan  T ingg i  da lam Menghadap i  Pe rsa ingan
Bebas
Dalam menghadapi persaingan bebas, pengelola perguruan tinggi
diharapkan dapat mewu3udkan visi dan misinya melalui tatanan yang merupakan
sistim kelola yang diselinggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang
mempengaru[ri f,rot.t, baik internal maupun eksternal. Prinsip prinsip Ggod
Governance dalam menghadapi tantangan persaingan bebas akan dapat digunakan
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untuk mengukur kinerja perguruan tinggi (pengelola) yang menjadi tuntutan bagi
pihak pihak yang berkepentingan (sharelnlders/stakelnlders).
Beberapa prinsip prinsip good governarrce yang relevan untuk digunakan
pada perguruan tinggi antara lain:
a. Transparansi.
Perguruan tinggi (pengelola) harus dapat menciptakan kepercayaan
masyarakat dan pihak pihak yang berkepentingan melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang
akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan
secara proaktif melalui media media cetak dan elektronika. Informasi yang
perlu disampaikan berupa visi misi perguruan tinggi, kebijakan kebijakan
pengeloldan, keberhasilan yang dicapai, fasilitas fasilitas yang utam4 arah
pengembangan perguruan tinggi ke depan, lembaga/instansi yang menjadi
partner dalam kerjasama pengembangan.
b. Responsibilitas.
Untuk mengukur kinerja atas pelaksanaan program program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pengelola/perguruan tinggi . (pengambil
keputusan) harus menetapkan indikator yang jelas dan obyektif. Setiap
aktivitas yang dilakukan harus dapat dipertanggungiawabkan kepada
masyarakat dan pihak pihak yang terkait. Sistim pengawasan perlu diperkuat
dan hasil audit perlu dipublikasikan, apabila terdapat kesalahan bila perlu
diberikan sanksi. Akuntabilitas ini dapat berupa peringkat peringkat penilaian
yang dikeluarkan oleh lembaga independen, keberhasilan keberhasilan alumni
dan mahasiswa dalam mencapai indeks tertentu, peningkatan proses
pembelajaran dan lain lain.
c. Akuntabilitas.
Diartikan sebagai tanggungjelas antara pihak penyelenggara dan pengelola
dengan menciptakan sistim pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi
keseimbangan kekuasaan antara penyelenggara (yayasan dengan
perangkatnya), pengelola perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi,
akademi, pol iteknik dan jajarannya).
d. Keadilan.
Kejelasan tentang perlindungan kepentingan antara pihak penyelenggara
(yayasan) dengan pihak pengelola (perguruan tinggi) maupun pihak yang
berkepentingan dari segala kebijakan dan keputusan yang dapat merugikan
dan bertentangan dengan peraturan peraturan yang berlaku.
e. Integritas.
Integritas menunjukkan kualitas yang melekat pada pimpinan penyelenggara
dan pengelola perguruan tinggi, menyangkut kejujuran dan dapat dipercaya.
Masyarakat dan pihak yang berkepentingan akan menilai apakah pengelolaan
perguruan tinggi dikelola dengan itikad baik serta konsisten sehingga
memuaskan baik dari kemampuan akademis maupun sikap mental anak didik.
f. Independensi.
Para penyelenggara dan pengelola perguruan tinggi dalam melaksanakan
peran dan tanggungiawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan
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kepentingan yang berpotensi menghambat aktivitas perguruan tinggi. Hal ini
dipertukan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan dilakukan secara
independent, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain sehingga dapat
dipastikan bahwa keputusan semata mata untuk kepentingan perguruan tinggi.
g. Partisipasi.
Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh
pimpinan telah memperhatikan lingkungan sekitar kampus, sehingga akan
timbul dorongan bagi masyarakat untuk menyampaikan kontribusinya berupa
pikiran pikiran untuk memajukan perguruan tinggi. Keterbukaan terhadap
kritik akan dapat mengangkat citra perguruan tinggi serta sebagai masukan
untuk dilakukan koreksi dan membangun komunikasi dua arah sebagai usaha
pendekatan yang akurat.
S impu lan
Sebagai bentuk pertangung jawaban pada organisasl profit oriented dan
rnn profit oriented aleh para pelaku, dalam hal ini prirrcipal (pemilik),
penyelenggara (yayasan), agent (manajemen), pengelola (perguruan tinggi'
akademi, sekolah tinggi) dan stakeholders (pihak pihak yang berkepentingan)
memerlukan tata kelola yang disebut sebagai Good Governance. Dalam upaya
menciptakan good governance memerlukan pemahaman dan persiapan yang baik
dari berbagai, pihak yang mencakup antara lain : reformasi kelembagaan,
reformasi manajemen, perbaikan sistim, perbaikan kebijakan dan peraturan
peraturan lembaga. Khususnya untuk penyelenggara dan pengelola perguruan
tinggi, akademi, sekolah tinggi swasta dalam menghadapi persaingan yang ketat
dimasa yang akan datang dengan menggunakan prinsip prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi akan lebih efektif. Going concern
(eksistensi) akan menjadi penting bagi perguruan tinggi, akademi, sekolah tinggi
dalam upaya pengembangan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
216 Fakulas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
JURNAL WIOYA MANAJEMEN & AKUltlTANSl, Vol4 ilo. 2 Agustus 2004 : 205.217
Da f ta r  Kepus takaan
Baharudin, SA, Yan Setiadi, Tati Christiani (2002) "Pengembangan Good
governorrce pada Sektor Publik ", Surabaya, Seminar lkatan Akpntan
lndonesia
Baridwan, Anis, (2002\ "Komite Audit dan Komisaris Independen dalam
Peninglcatan Implementasi Good Corporate Governance", Bandung,
Seminar Nasional dan Musyawarah Kerja FKSPI BUMN/ BUMD
Barret, Pat, "Auditor General for Australian" (2002) "Achieving Better Practice
Corporate Governance in the Sector Public", Canberra.
Gunawan, Yohannes (2004') "Elcsistensi dan Kedu;dukan Badan P,enyelenggara
dan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta dalam Perspektif Badan Huhtm
Pendidikan", Surabaya, Seminar Badan Hukum Pendidikan
Hoesada, Sukardi. (2000) "State of Art Pengembangan Corporate Governance di
Indonesia", Media Akuntansi, No. 7/TH | / Maret: viii-xii
Kuntara, AD, (2003) "Pendekatan Kinerja sebagai sarana untuk Mewujudkan
Good Governance pada Pemerintah Daerah*, Antisipasr, Vol. 7 No l: 29-
42
Undang Undang Republik lndonesia Nomor 16 Tahun 2001 pasal 19 ayat I
tentang Pendirian Yayasan
Wahidahwati, (2002). "Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan
Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan Sebuah Perspektif
Theory Agency ", Journal Riset Ahtntansi Indonesra, Vol 5, No l,
Januari: l-16
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 217
